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ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan mengenai
biaya perjalanan dinas vyang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 97/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 225), Permenkeu RI
100/PMK.02/2010 (BN Tahun 2010 No. 230).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Biaya Perjalanan Dinas dikelompokan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari Golongan A, untuk
Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/
Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan, Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon
I, Pejabat Eselon I, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus Presiden
(special envoy), dan pejabat lainnya yang setara, Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan
ll/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri, dan Golongan D, untuk Pegawai
Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c. Selain penetapan
golongan biaya Perjalanan Dinas, untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak
Lain yang bersangkutan. Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas
paling tinggi sebesar tarif yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Standar Biaya merujuk pada besaran uang
harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 30
Maret 2011.



